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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terkait, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa :  

1. Belanja pendidikan yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten/Kota 

memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Indeks 

Pembangunan Manusia selama 2015-2019. Hal ini dimungkinkan 

meningkatnya anggaran pendidikan yang disertai dengan pengelolaan yang 

efektif dan tepat sasaran maka realisasi belanja menurut fungsi pendidikan 

ini akan berdampak pada semakin tingginya tingkat pengetahuan dan 

pendidikan masyarakat.  

2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA memberikan pengaruh negatif namun 

tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota 

se Provinsi Gorontalo selama 2015-2019. APK SMA hanya mengukur 

berapa proporsi siswa yang bersekolah di jenjang SMA tanpa melihat umur 

siswa tersebut, dan bisa jadi ada siswa yang mengulang pada jenjang 

pendidikan tersebut sehingga akan mempengaruhi kualitas sumber daya 

manusia 

3. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA memberikan pengaruh positif dan 

signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota se 

Provinsi Gorontalo selama 2015-2019. Hal ini dimungkinkan karena APM 

yang menghitung proporsi siswa yang bersekolah pada jenjang SMA sesuai 

dengan umurnya, asumsinya bahwa siswa yang berada pada jenjang



 

 
 

67 

SMA itu tidak mengulang sehingga kualitas siswa yang sedang menempuh 

pendidikan SMA dikategorikan baik. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan dalam studi, maka disampaikan 

beberapa saran yang diharapkan berguna untuk mendorong Indeks Pembangunan 

Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo yakni sebagai berikut:  

1. Anggaran pendidikan di Kabupaten/Kota yang sudah baik pemanfaatannya 

lebih ditingkatkan lagi mulai dari proses perencanaan anggaran yang 

terukur, penyaluran, sampai pada penggunaan anggaran yang tepat sasaran. 

Hal ini tentu memerlukan monitoring dan evaluasi secara komprehensif dari 

pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. 

2. Koordinasi dan sinkronisasi data kependidikan di kabupaten/kota harus 

terus ditingkatkan. Mengingat untuk wewenang pengelolaan SMA/SMK 

ada di pemerintah provinsi dan MA ada di Kantor Kementerian Agama serta 

pengelolaan SD dan SMP wewenangnya di pemerintah kabupaten/kota. 

3. Program-program pendidikan yang sudah direncanakan oleh Pemerintah  

Provinsi Gorontalo harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah 

kabupaten/kota tempat SMA tersebut berada.  

4. Sarana prasarana pendidikan seperti ruang kelas yang cukup dan layak 

untuk digunakan perlu untuk terus di maintenance atau dirawat, dan 

pemerintah provinsi harus responsif menganggarkan perbaikan sekolah 

khususnya SMA jika sekolah tersebut mengalami kerusakan.  
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5. Distribusi guru perlu dilakukan secara adil. Perlu program pendampingan 

kepada guru-guru SMA yang berada di wilayah terpencil untuk tidak cepat 

ingin pindah dari sekolah tersebut. Perlu pemberian insentif lebih kepada 

guru yang bekerja di daerah terpencil sehingga siswa-siswi yang ada di 

sekolah tersebut bisa mendapatkan kualitas pengajaran dari guru-guru yang 

berkualitas juga. 
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